BUPATI n.cr.ﬂll'
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan pelayanan  informasi | dan
dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pacitan;

hahwa Peraturan Bupati Namer 2 Tabhun 2002 tentang
Pedoman Pengelolaan ~ Pelayanan Informaai  dan
Dokumintasi  di Lingkungan Pemerinlah  Kabupaten
Pacitan sehagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Bupari Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi i
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah tidak
Besual logl dengan perkembangan keadoan schinggs periu
diganti:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan;

Undang-Undang MNemor 14 Tahun 2008 iecntang

r Keterbukaan [nformasi Publik [ Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);



Menetapkan

[ ]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang
Pemeriniah  Kabupaten(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintah  Kabupaten(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tumbahan Lembuarun
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranpkat Daerah (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SH87);

Peraturan PMemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tlenlang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Duerah;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintali Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacilan Nomor 4 Tahun 2016
teninng Pembentukan dan Susunan Perangkal Thaecah
Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

© PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOHKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH EABUPATEN PACITAN.

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimoksud dengan:

- S S

Daerah adalah Kabupaten Pacitan,

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah
Eabupaten Pacitan.

Bupati adalah Bupat Pacitan.

Perangkal Duersh adalah unsur pembantiuy Bupsat dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
schagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Facitan.
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Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda vang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai  kemasan dan  format sesual  dengan
perkembangan teknologi informast dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik.

Dokumentast  adalah pengumpnlan,  pengolahan,
penyusunan, dan pencalatan dokumen, data, gamber,
dan suara untuk bahan nformasi publik.

informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
digimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyvelenggara dan
penyclenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penvelenggarasn Badan Publik lainnya serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publilk.

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan  dengan
penyelenggarnan negara, vang schagian atau seluruh
dananva bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daersh, atau organisasi nonpemerintah
sepanjang seivgian atau seluruh dananyn bersumber dari
Anggaran PMendapatan dan Helanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang vang ditunjuk dan diben
tugas untuk menduduki posisi atuu jabatan tertentu pada
Badan Publik.

Pejabal  Pengelola Informasi dan  Dolkumentasi yang
sclanjutnya  disingkat PPID  adalah  pejabal  yang
bertangRung jawab dalam pengumpulan,
pendolkumentasian, penyimpanan, pemecliharaan,
penvediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Neger
dan Pemerintahan Daerah, yang terdini dari PPID Utama
dan PPID Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabat vang merupakan atasan PPLD
Utama.

Pengelola Lavanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PLID adalabh susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengalur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepenlingan masyarakat
sciempal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan dihormati
dalam sistem pemenntahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Permusyawaratan Dess atau vang disebut dengan
nama lein yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yvang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dan  penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan diletapkan secara
demokratis.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki
oleh pemerintah dacrah.
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Badart Publik adalah lembaga eksckutif, legislatil,
yudikatif, dan badan lain yang fungst dan tugas pr.ll:ukr}j."&
berkailan dengan penyvelenggaraan negara, yang sebagian
atay  seluruh  dananya bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara danfatau Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau mluruhldnnunya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/sisu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masvarakat, dan/atau luar neger.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disinglat
SOP adalah serungkaian petunjuk tertulis  vang
dibalkukan mengenai proses penyelenggaraan tugas TUBas
ET{!!Er [nformasi dan UOokumentasi Publik YAIg
selanjutnya disingkat DIDF adalah culatan yang berisi
keterangan secarn sistematis teniang selurub informas
dan dokumentasi publik yung Tberada dibawah
penpuasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan. )
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang
selijuluya  disingkat RMD adaloh tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informas
don  dokumentasi lainnya  yung  bertujuan  untuk
memfasilitusi penyampaian informasi dan dokumentasi
ulblik.
Eiatf.'m Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan
layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah,
dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Pubhik
Laporan Layanan I[nformasi dan Dokumeniasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gambaran umum keblakan teknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informast  dan
dokumentasi, dan rekoiuendasi serta rencana tindak
lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayvanan informasi
dan dekumentast,
Senghketa Informasi Publik adalah senghketa yang terjadi
antara Badan [Mublik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh danfatau  menggunakan
informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
COrang adalah oranpg perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan publik.
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
mengpunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara danfatau
badan hukum Indonesid yvang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.



BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupad ini adalah:

A

(1)

(<}

(3

()

(1]

m udkan penvelenggaraan pemeriotahan yang baik,
_v:ai':_:_ulrang 'r_rmE:p&mh efektif dan elisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawalbkan; dan

meningkutkan pengelolaan dan pelayanan mformasi dan
dokumentasi di Pemerintah Kabupatenuntuk
menghasilkan lavanan informasl dan dokumentasi yang

berkualitas,

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

Informasi dan Dokumentasi Publik Daerah bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi
dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan
Dokumentas! yvang dikecualikan bersifat ketat, terbatas
dan rahasia.

Informasi dan Dokumentasi Publik di  lingkungan
Pemerintah  Daerah  dapat diperoleh oleh  Pemohon
Informasi dan Dokumentasi Publik dengun cepal, tepat
waktu, dan dapat dinkses dengan mudah.

Informasi dan Dokumentasi Publik vang dikecualikan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang undangan.

Informasi dan Dokumentasi Publik yvang dikecoalilean
schagalmana dimaksud pada wsyal (1) dan ayal (3)
didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan
kepada masyarakat dengan pertimbangan yvang scksama
bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat
melindungl kepentingan yang lebih  besar daripada
membitkanya atnu sehaliknya,

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan

informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak

seaual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

sepert] :

a informasi dan dokumentasi YVAng dapat
membahayakan negara;

b informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dar persaingan
usaha tidak sehmt:



¢ informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan
hak-hak pribadi;

d informasi dan dokumentasi yvang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/fatau .

& informasi dan dokumeniasi vang belum dikuasal
atau didokumentasikan.

(2) Informasi dun Dokumentasi  yang  diddccualilian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diajukan oleh PPID
pembanty  kepada PPID  utama untuk sclanjulnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupatl sesuai dengan
kowenangannyva.

Bagian Kedum
Kewajiban

Paszal 6

(1} Pemerintah Daerah wajibh menyediakan, mrmherﬂualu
dan/atan menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Pulilik
vang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi vang dikecualikan
sesual  dengan  ketentuan Peraturan  perundang-
undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistemn informasi dan dokumentasi yang
dapal diakses dengan mudah.

BAB V
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEKAN

Bagian Kesatu
Informas! yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala

Pasal 6

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala
Informasi Publik vang sekurang-kurangnya lerdirl atas !
a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi ;

1, Informasi tentang kedudukan atau domisili
beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan,
maksud dan tujuan, tugas dan ungs Hadan
Puhlik beserta kantor unit-unit di bawahnya;

b Sbhukiur wpadsasi, pambaran umum  setiap
satuan  kerja, profil  singkat  pejabat
struktural; dan

3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara
vang wajib melakukannva vang telah diperiksa,
diverifikasi, dan telah dikifdmkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk
diumumkan.

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau
kegiatan yveng sedang dijalankan dalam lingkup
Badan Publik yang sekurang-kurangnyva terdirl atas :
1. nama program dan kegiatan;



d.

2. penanggungjawab, pelaksana program dan
kegiatan serta nomor telepon dan/afau alamat
vang dapat dihubungi

3, target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang meliput
sumber dan jumlah;

6. agenda penting terkait pelaksanwan (ugas badan
publibe;

7. informasi  kKhusus Juinnya  yang  berkartan
langsung dengan hak-hak masyarakat;

8. informasi tentang penerimman calon pegawal
dan/atau pejabat badan publik Negara; dan

9, informasl tentang penerimaan calon peserta
didik pada badan publik vang
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umuam,

ringkusun informasi tentang kinema dalam lingkup

Badan Publik berupa namsi tentang realisasi

kegiatan vang telah maupun sedang dijalankan

beserta capaianmnya.

ringkasan laporan keuangan yang ScKurang-

kurangn}ra terdiri atas :
rencana dan laporan realisasi anggaran,

2. neraca;

3. laporan arus kas dan catatan atss laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi vang berlalku;

4. daftar aset dan investasi,

ringkasan laporan akses Informasi Publik yang

rekkurang-kurangnya terdir] atas ;

1. jumlah permohonan Infarmasi Puhlik yang
diterima;

2.  waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik vang
dikabulkan baik sebagian atau selurubnya dan
permnhonan Informast Publik yang ditolak:

4. alasan penclakan permohonan Informasi Publik.

informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau

kebijakan vang mengikal dan/atau berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang
sekurang-kurangnva terdiri atas :

1. daftar rancangan dan tashap pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Keputusan,
dan fatau Kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan; dan

2. daftar Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah
disahkan atau ditetapkan.

informasi tentang hak dan tata cara memperoleh

Informasi Publik, serta tata cara pengajuan

keberatan serta proses penvelesaian sengketa

Informasi Publik berikut pihak-pihak vang

berlanggungiawab yang dapat dihubungi;



(<)

(1

{2}

(3}

h. informasi ientang tate CAra pengaduan
penyalahpunaan wewenang atau pelanggaran yang
dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun
pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja
dari Badan Publik yang bersanghkutian,

i. informasi tentung pengumuman pengadoan barang
dan jasa sesuni dengan  peraturan  perundang-
undangan terkait,

j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan

prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor

badan Publik.
Penpumuman sccarae berkala sebagaimana  dimaksud

padi wyat (1) dilskukan selambat lambatnya 1 (satu) kali
dalam setahun.

Bugian Hedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 7

Setiap Badan Publik yang memihki kewenangan atas

suatu informasi yang dapat mengancam hagjat hidup

orang banvak dan ketertban umum dan/atau Badan

Publik yang berwenang wmemberikan izin dan/atau

melakukan perjanjian kerja dengan pihak iain yang

kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang
banyoalk don ketertiban umum wajib memiliki standar
pengumuman informasi serta metta.

Informasi vang dapul mengancam hajat hidup orang

banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud

pada avat (1) meliputi antara lamn ;

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena factor alam, hama penyakil
tanaman, epidemik; wabah, kejadian luar biasa,
kejadian antariksa atuu benda-benda angkasa;

h. informasi tentang keadaan bencana non-alam sepert
kegagalan industri atau teknologi, dampak industri,
ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan;

. bhencana sosial seperti kerusuban sosial, konflik
somial  antar  kelompok atau antar komunitos
masyarakat dan tcror,;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah vang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yeng
dikonsumsi oleh masvarakat; danfatau

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap
utilitas publik.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} sekurang-kurangnva meliputi:

a. potensi bahava dan/atau besaran dampak vyang
dapat ditimbulkan;

b. pihak-pthak yang berpotensi terkena dampak baik
masyaraat umum maupun pegawal badan pubdlik
vang menerima izin atau perjanjian kerja dan badan
publik tersebut:

¢, prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan

darurat terjadi;
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d. cara menghindari bahava dan/atau dampak yang
ditimbulkan;

e. cara mendapatkan bantusn dari pihak yang
berwenang;

f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informas
vang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan keteriban umum;

g. tata cara pengumuman Informasi apabila keadaan
darurat terjadi; dan

h. upava-upaya vang dilakukan olech badan publik
dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam
menanggulangi bahaya dan/atau dampak vang
ditimbulkan.

Badan Publik sebugaimana dimakeud pada ayal (1) wajib

mematuhi pelaksansan standar pengumuman informeasi

serta merta rerta scbagaimana dimaksud pada ayal (3)

serta memastikan pelaksanaannys oleh pihak vang

menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kera.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajlb Tersedia Setiap Saat

Pasal 8

Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik
setinp saat yang selnirang kurangnya terdini atas:

Dafltar informasi publik yang sekurang-Kurangnya

memuat:

FTHMETY

ringkasan isi informasi;

pejabat atau  unit/satuan kerja yang mengua=sai

informasi;

penanggungiewab  pembuatan  atau  penerbitan

informeasi;

waktu dan tempatl pembuatan informasi;

bentuk informasi yang tersedia; dan

janghka wakiu penyimpanan atau retensi arsip.

Inl'm'mast tentang Peraturan, Keputusan dan/atau atau

kebijakan Badan Publik vang sekurang-kurangnya terdini

atas

1. dokumecn pendukung seperti naskah akademis, Kajian
atau perambangan  yang mendasan  terbithya
Peraturan, Keputusan atau kebijalkan tersebut;

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas
Peraruran, Keputusan atau kehijakan tersebut;

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut;

4. rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan
tersebut;

5, Tahap perumusan @ Peralurdan, Kepulusan dtag
Kebijakan tersebut; dan

6. Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yvang telah
diterbitkan.

Seluruh informasi lengkap yvang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala scbagaimana dimaksud dalam

Pasgal 6;

Howm A L=



d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,
dan keuangan, antara lain: .

I_mﬂm| I"f;ngg!nhﬂ_]'l ﬂrﬂﬂi‘li&ﬁ.ﬂi‘ administrasi, 'F'ETHI'"”
dan keuangan, .

2. profil lengkap pimpinan dan pegawal Vang m.“'.ipuﬂ
nama, sejarah karir atau posisi, sejarab p-lem:II]dman.
penghargaan dan sanksi berat yang pernsh thilerima,

3, angparun badan  publik secara  umum - maupun
anggaran sccra khusua unil pelaksane teknis serta
luporan euangannys,

4 Data statistik vang dibuat dan dikelola oleh badan

lalile.

e, uufat-nurat perjanjian dengan pihak ketiga berikut
dokumen pendukungnya;

f  surat menyural pimpinan atau pejabat badan publik
dulum rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

g syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan
laporan penaatan izin yang diberikan;
data perbendaharaan atau inventaris,
rencana strategis dan rencana kerja badan publik;
agenda kerja pimpinan satuan kerja;
informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
vang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan
informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber
daya manusia vang menangani lavanan informasi publik
beseria kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik
serta laporan penggunaannya;

l.  jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
penindakannysa;

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat scrta laporan penindakannya;

n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

o, informasi publik lain yvang telah dinyatakan terbuka bagi
masvarnkat berdasarkan mekanisme keberalan danfatau
penyelesaian  sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Undang-Undang keterbukaan informasi publik;

p. informasi tentang standar pengumuman  informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi badan publik
vang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian
kerja dengan pihak lain vang kegiatannva berpotensi
mengancam hajat hidup orang banvak dan ketertiban
umum; dan

q. Informasi dan kebyjakan vang disampaikan pejabat publik
dalam periemuan vang terbuka untuk umum.

BAB VI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Bagian Kesatn

Umum

Pasal 9
Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian
tenitang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan scksama
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindung
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sehaliknya.

F'.‘"!"‘P’
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Baglan Kedua
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 10

PPIN  wajib  melakukan  pengupian  konsekuens
berdusakan alasan pada Pasal 17 Undang-Uncang,
Kelerbukaan Informasi Publik sebelum menyvatakan suaiu
Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang
dikecuahkan,

PPID yang  melakukan pengujian konsekuensi
berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf | Undang-
Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  wajib
menyvebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas puriln
undang-undang vang diacu yang menyalakan suatu
informasi wajib dirahasiakan.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam
surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi
Publik.

Dalam melaksanakan pengujian  konsekuensi, PPID
dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain
hal-hal yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,

Pasal 11

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi
informasi yvang dikecualikan dalam suam  salinan
dolkumen informasi publik vang akan diberikan kepada
publile.
PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian
informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai
alagan untuk mengecualikan akses publik terhadap
keseluruhan salinan inforasi pubdilc
Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengehurn
informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya
pada masing-masing hal vang dihitamkan atau
dikaburkan.

Pasal 12

Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenal tata
cara  pengecushan  Informasi  Publik  sebagaimana
dimaksiid dalam Pasal 10 dan Pasal 11

Pengaturan mongenal tato coars pengecualion Informani
Publik sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib
mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi
sebagrimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
FPID

Pasal 13

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
dilaksanakan oleh  Pemerintah  Daerah  dengan
membentuk dan menetapkan PPID.



(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada
pejabat eselon [ yang membidangi komunikasi dan
informatika,

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan FPFID
dibentuk PLID.

(4] P'PIL sebagmimana dimaksud pada ayat (4] merupakan
PPID Utama pado PLIEY,

Pasal 14

PPID  Utama di  lingkungan  Pemerintah  Daerah
bertanggungiawab kepada Bupati melalul Sekretans Dacrah,

Pasal 16

Susunan keanggotaan PLID df Hngkungan Pemerintah Duaerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PPID
Bagian Hesatu
Umum

Pasal 16

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daersh dibantu oleh
PPITY Pembantu yang berada di ngkungan Perangkat Dacrah
dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal LT

PPID Pembantu i ngkungan Pemerintah Dacrah terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspckrorat, Dinas,
Badan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan/Badan Publik
Lainnya.

Bagian Kedun
Tugas dan Kewenangan

Pazal 18

PPID Utama bertugas:

a menyusun dan melaksanakan lkebijakan informasi dan
dokumentosl;

b menyusun Inporan pelakssnoun hebijolan infermoonl don
dokumentasi;

C mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dan ppid pembantu;

d menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberli pelavanan informasi dan dokumentasi kepada

puhblik;

& melakukan verifikasi bahan informas dan dokumentasi
publik;

f melakukan uj konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

g melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
h menyvediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
nleh mnn:.rnrﬂirah



melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi vang dilalukan oleh PPID pembantu;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan,
mengesahkan informusi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan;

menugaskan PP pembantu dan/atau pejabat fungsional
untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara
informasi dan dolkumentngi; dan

membentulk tim fasilitasi penanganan sengkeis informas
yang ditetapkan dengan keputusan kepuls daerah melalui
Atasan PPIT).

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, PPID Utama berwenang :

H

(1)

menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
mengnordinasikan pemberian  pelayanan informasi dan
dokumentasi detpan PPD pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu  informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional
untuk  membuat, mengumpulkan, serla memelihara
informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi,

Pasal 20

PFID Pembantu bertugas :

a membantu FPID Utama melaksanakan
tanggungiawab, tugas, dan kewenangannya;

b menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
FFID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan
sekull mtaw sesunl kebuluhan,

L melubsaben hebipahan ehoos oforoass dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya,

d menjamin  ketersediaan dan akselerasi lavanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
BECITE epal Lefad, berknalitas tem pan
mengedepankan prinsip-prinsip pelavanan prima;

e mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di ingkungan Perangkat
Daerah dan/atau pada Desa, BUMD dan Badan
Publik Lainnva di lingkungan Pemerintah Kabupaten
masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

f menvampaikan laporan pelaksanaan  kebijakan
teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai

dengan kebutuhan,
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Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID
pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk

H.

menvampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DFRD seaual
Peraturan Perundang-undangan; dan
Mengoordinasikan  informasi  dan  dokumentasi
kepuds DPRD untuk menetapkan informasi  dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BAB IX
KELENGHAPAN PLID PPID KADUPATEN
DAN PLID PPID PEMBANTU

PADA PERANGKAT DAERAH, DESA, BUMD DAR BADAN

@
§]
c

d

PUBLIK LAINNYA

Kesatu
Struktur Organisasi PLID PPID Kabupaten

Pranl 21

Struktur organisasi PLID PPID Kabupaten, terdiri dari :

Pembina, dijabat aleh Bupati dan Wakil Bupats;
Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah

Atasan PPID dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pacitan;

Tim Pertimbangnn, dijaboat oleh Parn Pejabal Eselon
b, T Ungkungan Sekretariat Daerah Kabopsien,
geluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat
yvang menangani bidang hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon Il vang
membidang informasi dan komunikasi ;

PPID Pembantu pada Perangkat Daerah dijabat oleh
Pejabar yang mengelola informasi dan dokumentasi
danfatan Pejabal yang menangani Urdsan O
dan kepegawaian,

PPID Pembantu pada Desa dijabat oleh Sekretans
[heaa;

FPID Pembantu pada BUMD diyabat oleh Direktur
BLUMID;

FFID Pembaniu pada Badan Publl Casrioys odigebed
oleh Dewan Pengawas Dadan Pubhik Lammnya;

Bidang pendulung, vang terdiri dari Sekretariat
FLID, Bidang PFengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi, Bidang Pelayvanan [Infomasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengkela

Infomasi: dan pejabat fungsional.

Bagan struktur organisasi PLID PPID Kabupaten,
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagilan Kedua
Struktur Organisasi PLID Pembantu

Pada Perangkat Daerah
Pasal 22

Struktur Organisasi PLID PPID Pembantu pada Perangkat
Daerah, terdini dari
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Pembina, dijabat oleh Kepala Dinas/Badan;

Pengarah selaku Atasan PPID FLID Pembantu,

dijabat oleh Sekretaris Dinas/Badan;

. Tim Pertimbangan, dijabat olech Para Pejabat Eselon
ML N seluruh Pimpinan Peranglot Dnemhl
dan/atau pejabat yang berada dilevel lebih atas dari
PPID Membantu;

d. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat Eselon 1V yang
menangani urusan  umum/kepegawaian pada
Perangkat Dacrah dan/atau pejabat yang menangani
urisan umum/informasi pada Dinas/Badan,

¢. Bidang pendukung, yang terdiri dari Ridang
Administrasi/kesekretariaran  PLID Pembantu  dan
Bidang Pelavanan Infomasi dan Pokumentasi,

Bagan struktur organisasi PLID PPID Pembantu pada

Perangkat Daerah, tercanium pada Lampiran Il, sebagai

bagian yang tidak terpisahlkan dari Peraturan ini.

Baglan Ketiga
Struktur Organisasi
PLID PPID Pembantu pada Desa

o p

Pasal 23

Struktur Organisasi PLID PPID Pembantu pada llesa,

terdir dari :

a. Pembina, chjabat oleh Camat;

b. Pengarah selaku Atasan PPID Pembantu, dijabat oleh
Kepala Desa;

c. Tim Pertimbangan, dijabat aleh BPLD;

d. PPID Pembantu, dijabat olch Sckretaris Desa;

e. Bidang Pendukung. vang terdiri dari kaur/kasi yang
melayani bidang pelavanan.

Bagan struktur organisasl PLID PPIT} Pemhantu Tesa,

tercantum pada Lampiran [II, scbagai bagian yang tidak

terpisahkan dan Peraiuran ini.

Bagian Ketempat
Struktur Organisasi PLID Pembantu
Pada BEUMD

Pasaal 24

Struktur Organisasi PLID Pembantu pada BUMD, terdirl

dari :

a. pembina, dijabat oleh direkiur;

b. pengarah selaku Atasan PPID Pembantu, dijabat oleh
Kabag Hubungan pelanggan;

. tim Pertimbangan, dijabat oleh Dewan Pengawas;

d. PPID Pembantu, dijabat oleh Kasubbag Pelayanan
Pelanggan;

e, bidang pendukung. dijabat staf adminidtrasi umum
dan personalia.

Bagan struktur organisagi PLID Pembantu pada BUMD

tereantum pada Lampiran |1V, sehagai bagian vang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.
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Bagian Kelima
Struktur Organisasi PLID Pembantu
Pada Badan Publik Lainnya

Fasal 25

Struktur Organigasi PLID Pembantu pada BDadan Publik

lLasiririya, terdid dard :

a. pembina, dijabat oleh Ketua/Kepala HBadan Publik
Lainmnya;

b. pengarah selaku Atasan PPID Pembantu, dijabut oleh
Sekretaris Badan Publik Lainnya;

. tim Pertimbungan, dijabat olch [(Menyesuaikan

Struktur)

d,  PPID Pembantu, dijabat oleh Kepuln [Menyesuaikan
Struktur);

e, bidang pendukung, yang terdiri dari (Menyesuaikan
Struktur)

Bagan struktur organisasi PLID Pembantu Badan Publik
Lainnva, tercantum pada Lampiran V, scbagai bagian
vang tidak terpisahkan dan Peraturan ini

BAB X
KELENGEAPAN PLID

Bagian Hesatu
SOP PPID

Pasul 26

Pedoman mengenai S0P PPID dibuat oleh Badan Publik
scauai dengan ketentumn  Peraturan  perundang-
undangan.

Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} paling sedilit memuat ketentuan sebagai

berikut :

a. kejalasan tentang pejabat vang ditunjuk sebagai MPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang vang ditunjuk sebagai
pejabat  fungsional dan/atau  petugas  informasi
apahila diperlukan,

¢ kejelasan pembaglan tugas. tanggung jawab, dan
kewenangan  Atesan PPID, PPID Utama, PPID
Pembantu, Bidang Pendukung dan Hejabat
Fungsional;

d. lkejelasan tentang pejabat vang mendudulki posisi
sebagai Atasan PPID vyang bertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan atas keberatan vang
digjukan oleh Pemohon Informasi Publil;

e. standar layanan informasl publik seria iata cara
pengelolaan keberatan di lingkungan Pemerintlahan
Daerah; dan

f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang
Lavanan Informasi Publik.
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Dalam penyusunan SOP FPPID Pemerintah Daerah
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
Peraturan Clubernur Jawa Timur yung mengatur tenlang
Siandar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Jenis-jenis SOP PPID, antara lain :

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

b. SOP Pelayanan Permohonan Informast Pablile;

e, S0P Uji Konsekuensi Informasi Publik;

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan

e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Dinas

Baglan Kedua
DIDP

Pasal 28

DIDP paling sedikit memuat :
a Famor:
b ringhasen s nformasi;
¢ pejabat atay unit/satuan kerja yang menguasai
informasi;
d penanggungawabpembuatan atau penerbitan
informasi;
e  waktu dan tempat pembuatan informasi;
i‘ bentuk informasi vang tersedia; dan
jangka waktu penvimpanan atau relensi arsip,
D!‘DI‘" ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu.
Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik vang
sudah dipublikasikan harus  diserabkan  kepada
perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
untuk dilestarikan dan diklasifikesi menjadi bahan
pustakn.
Contoh Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayart (2)
terdapat pada Lampiran V1, vang merupakan bagian tdak
terpisahltan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
RPID

Pasal 29

RPID terletak dilokasi vang mudah dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana vang memadai.
RPID dikelnla oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi.
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Bagian Keempat
SIDP

Pasal 30

SINP dibuat dan  dikembangkan  oleh PRI untuk
mempermudah akses pelayanan informasi publil
Pengembangan S1DP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secarn terintegrasi antara PPID Utama dengan
FFID Pembantu.

Bagian Kelima
LLID

Fasal 31

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik

paling lambat 3 (tiga] bulan setelah tahun pelaksanaan

tahun anggaran berakhir.

Sulinan LLID Pemerintah Daerah schagaimana dimaksud

pada ayal (1) disampaikan kepada Dupati dan Komisi

Informasi Jawa Timur sesual kewenangan maging-masing.

LLID, paling sedikit memuat:

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik di lingkungan Daerah;

b, Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentasi Mublik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasl don
dokumentasi publik wvang dimiliki beserta
kondisinya;

2. Sumber daya manusia vang menangani
pelavanan mformasi dan dokumentasi Pablik
beserta kualifikaginya; dan

3, anggaran pelayanan informasi don dokumentosi
publik seria laporan penggunaannya,;

¢. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik
yvang melputl:

1. jumiah permohonan informasi publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan informasi publik dengan klasifikasi
berbeni;

3. Jumlah permohonan Informasi Publik vang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnyva; dan

4. Jumlah permohonan Informasi Publik wvang
ditolak beserta alasannya;

d. rincian penvelesaian sengketa Informasi Publik,

meliputi :

1. jumlah keberatan vang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannyva;

3. jumlah permohonan penyelesaian senghketa ke
Komigi Informasi yang berwenang, dan

4. hasil medias: dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi wvang berwenang dan
pelaksanaannva oleh badan publik, jumlah
gugatan vang digjukan ke pengadilan, dan hasil
putusan pengadilan dan pelaksanmannya cleh
badan publik;



e Kendala internal dan cksternal dalam pelaksanesan
lavanan informasi dan dokumentasi Publik; dan

{ Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informas: dan
dokumentasi,

Pasal 32

1] LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang walib
terzedia setiap saat.

(2} LLID sebagaimana dimaksud pada ayat {l] diumumbkan
kepada publik dan disampaikan kepada atasan FHIL,

(3] LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bupati oleh atasan PPID.

[4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayal (3] akan
dilaporkan oleh Kepals Duerah sebagal haginn calam
lapuran penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pazal 33

Pendunuan yang diperlukan untuk pengelolaan  pelayanan
informasi dan dokumentasi i hnghungen Pemerintahan
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB X1

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Pasal 34

Pemohon informasi dan dekumentasi meliputi:
Perseorangan,

Kelompok masyarakat;

Lembaga swadaya masyarakat,
Organigasi masyarakat;

Partai politil: dan

Badan publik lainnya.

e RS R

Pasal 35

I'emohon  nformast dan  dokumentasi  wajib  moemenuhil

persyaratan:

a. Mencantumkan identitas vang jelas sesuai dengan
ketentuan vang berlaku den/atau Peraturan Perundang-
undangan;

b, Mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas;

£, Menyvampaikan secara jelas jenis informasi  dan
dokumentasi vang dibutuhkan; dan

d. Mencantumkan maksud dan  twjuan  permohonan
informasi dan dokumentasi vang dapat
dipertanggungiawabkan.



{1

(2)

(3]

(4)

(3}

{6}

(7

(8]

(4]

(10)

{11)

Pasal 36

Setiap Pemohon [nformasi Publik dapat mengajukan

permintaan untuk memperoleh informasi  dan

dokumentasi Publik kepada Pemerintah Daerah terkait
secara tertulis atau tidak tertulis.

FFID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/ateu Pelugns

Informusi  wajib  mencatat nama, Nomor Induk

Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi

Publik, subjek dan format informasi serta cara

penvampaian informasi yang diminta cleh Pemohon

Informasi Publik.

PP Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas

Informasi wajib mencatat permintgan Informasi Publik

vang diajukan sccara tidak tertulis.

PPID Utama dan/atau [I'MID Pembantu dan/atau Petugas

Informasi wajib memberikan tanda buktl penermssan

permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

avat (1) avat (2}, dan ayat (3] berupa nomer pendaftaran
pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau

melalui surat elektronilk, nomor pendaftaran diberikan

gaal penerimaan permintaan,

Dalam hal permintsan disampaikan melalui surat,

pengiriman  nomor pendaftaran dapat  diberikan

bersamaan dengan pengiriman informaosi.

Paling lambat 10 (sepuluh) har kerja sejak diterimanya

permintaan, PPID  Utama  wajib  menyampaikan

pemberitahuan tertulis vang benisikan -

a. Intormass vang diminta, berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. Penerimaan atau penolakan permintasn  atas
infarmasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

c.  Alat penvampmi dan frmal Informasi yang akan
diberikan; dan/fatau

d. DBiaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang

menguasai informasi vang diminta apabila informasi yang

diminla tdak berada di bawah penguasaannya dan Badan

Publik vang menerima  permintaan mengetahui

lkeberndaan informasi vang diminta.

Dalam hal permintaan diterima selurihnyva atau sehagian

dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

Dalam hal =suatu dokumen mengandung materivang

dikecuahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka informasi Yang
dikecualikantersebut dapat dihitamkan dengan disertai
alasan dan materinya.

Pemerintah Kabupaten dapat memperpanjang wakiu

untuk  menginmkan  pemberitahuan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh] har kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secarn tertulis.



(1)
(2}

11}

(2]

(1

(2

BAB XII
FEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN PLID

Pasal 37

Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten
dilakukan oleh Bupati.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat
(2} dilakukan melalui

a. Fasilitasi dan koordinasi;

Peningkatan kapasitas PPID;

Monitoring dan evalussi; dan

Dukungan teknis administrasi.

eng

BAB XIII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 38

Setiap Pemohon Informasi Publik dapal mengajukan
keberatan  secara  tertulis  kepads Atasan  PPID
berdasarkan alasan berikut -

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud daelam Pasal 37
Avat (7];

b, Tidak disediakannya informasi dan divmumkan
secara berkala sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukeaan Informast Publik;

¢, Tidak ditanggapinva permintaan informeaai;

d. Permintaan informasi ditanggapi lidak sebagaimana
yang diminta;

e Tidak dipenuhinya permintaan infornmasi;

[ Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g, [Menyvampaian informasi yang melebihi waktu vang
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik,

Alasan sebagaimana dimaksud pads aval (1] hurul b

sampal dengan hurul g dapat  diselesaikan  secara

musyvawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 39

Keberatan digjukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1].

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yvang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tHga puluh) hari kerja sejak
ditenmanyva keberatan secara leriulis,
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(1)

(2

{1

(2

(3}

(4)

(3

(G}

(7)

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh
bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasl Senghketa Informasi
Pasal 40
Krarmisi Informams Rabupaten seauad e

kewenangannya, menerima  permohonan  sengketa

informasi yang digjukan pemohon informasi karena tidak

menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

Penpajuan sengketa informesi sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas] hari kerja setelah

diterimanya tanggapan tertulis der Atasan PPID.

Pasal 41

Melkanisme dan tata cara upava penyvelesaian Senghketa
Informasi Publik dilakukan sesual dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

Bupati melalui Atasan PPID menctapkan Tim Fasilitost
Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi, vang dibentuk oleh PPID Utama.
Keputusan penctapan Tim Fasilitasi Sengketa Informas
juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang
mewakili Pemerintah Daerah di Komisi [nformasi Pusat
dan/atau Komisi Informasi Provingi danfatau Komisi
Informasi Kabupaten sesuni dengan kewenangannya.

Tim Kagilitasi Sengketa Informasi di ketual oleh PPID
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejalsl yeng
menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta
prjabat /stal lainnya sesua dengan kebutuhan,

PPID Utama melaksanakan fasilitusi  penanganan
sengheta informasi dengan melakukan koordinasi dan
konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang
menunueni bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak
laim yange dipandang pecli.

Mekaniame kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi digtur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
PPID.

Tim melaporkan proses penanganan dan  hasil
penyelesaian sengheta ok ipasi kepads Alasan PRIDR

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Deokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak
bexrtzin



Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupatén Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 6§ - 2019

BUPATI PACITAN

"

INDARTATO
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 MEI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN P AN

/

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 20



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOEUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN

|_ Pembina
Bupati

Wakil Bupati

| |
il Pengarah Tim Pertimbangan
Sekretaris Daerah Pejabat Esclon I1. b. Setda
Kabupaten
[ Pimpinan Perangkat Daerah
Atasan FPID Pejabat yang menangani Bidang
Kepala Dinas Kominfo Hukum
Selaku Atasan PPID

L 1

FPID Utama

Kabid Informasi dan Persandian
1
PPID Pembantu
Kasubag Umum/Kepegawalan FD/ Direktur

BUMD/Dewan PengawasBadan Publik
Lalnnya/sekretaris Desa/

Bidang Fendulkung Bidang Pelaynnsn Bidang Fusilitus
Sckretariat PLID e Pefpcs oot Taféemusd dun Bunghute Tnformsal
1:I_I.l.'l' Lljl;ls.u Kaal Pendatasn lhlI:Ihhruln ll.i-uh;qt:nllnmn
orasi ormasi u
brtne San mm"mmnhmh Bidang Informasi Baghen Halmms
Peraandian dan Persandlan Setda Kabupaten
Diskominfo Diskominfo Facitan
Pejabat Fungsional

BUPATI PACITAN

-~

INDARTATO



LAMPIRAN I1

PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS]I DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI PLID PEMBANTU

PADA FERANCEAT DAERAH
_Pombinn
Kepala PD
L i, i |
Pengarah Tim Pertimbangan
Sekretaria Dinas Pejabat Eselon IIIb/Pejabat
diantas PPID Pembantu

PPID Fumhl.ntg

Kosi/Hasubbag Umum &

Hepegawailan/ Pejabat yang
menangani Layanan Informasi

Bidang Pendukung Bidang Layanan /
Sekretariat PLID Info & Dokumentasi
Pembantu

BUTATI PACITAN

1

INDARTATO



LAMPIRAN II1

PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELATYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS]

DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

SETRUKTUR ORGANIBABI
FLID PEMBANTU PADA DESA

Pembina
Kepala Hecamatan
Punnu-u]! Tim Pertimbangan
Kepala Desa BFD
! PPID Pembantu

Bekretaris Desa

Didang Fendulung Bidung Luyanan/
Hekrotariat PLID Pembanta Info & Dokumentani

BUPATI PACITAN

-

INDARTATO



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI 'LID FEMBANTU

PADA BUMD
f Pembina
:i Direkiur
Pengarah Tim Pertimbangan
Kabag Hubungan Pelanggan Dewan Pengawas

- PPID Pembantu |
Kasubbag Pelayanan Pelanggan |

Bidang Pendukung Bidang Layanan/
| Sekretariat PLID Pembantu Info & Dokumentas
| Staf Administrasi Umum Staf Layanan Langganan
dan Personalia

BUPATI PACITAN

P —

INDARTATO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI PLID PEMBANTU

PADA BADAN PUBLIK LAINNYA
Pembina 9
Kepala /Ketua Badan Publik
Lainnya
| I
Fengarah Tim Pertimbangan
Bekretaris Badan Publik menyesuaikan
Lainnya
PPID !amh-.ntu_
menyesualkan
Bidang Pendukung Bldang Layanas/
Bekretariat PLID Pembantn Info & Dolnmentani

BUPATI PACITAN

]

INDARTATO



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOEKUMENTASI DI LINGKUEGAN PEMERINTAH KABUFATEN
FACITAN

..| .

Jenin I .d.-..““—.h____..a_.lu Barm . ._.m.."l.._mmu S .1n_ Wajib nin .ﬂ._.n.i._u.ﬂ Ak
Wo o e and B ImeTgassal Pembusatan atau Pemibnm | Informasi lumnizmsan | dhwmenkan | dismumkan | dikecualican | Wakha atau
Irubermas Informas Penerbin Infermas Fidavtk Tersedie | SECAra seria merTE | sefiigh et Feleng Arsip
berikala

BUPATI PACITAN

o~

INDARTATO




